Komisi IT Soroti Peran Strategis KMP di Desa

Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 01/08/2025

SAMARINDA - Di tengah dorongan kuat pemerintah pusat memperkuat Koperasi
Merah Putih (KMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan, DPRD Kaltim memandang
pentingnya transformasi koperasi dari sekedar wadah administratif menjadi kekuatan

ekonomi nyata di tingkat desa.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengapresiasi inisiatif ini, namun
mengingatkan, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada keseriusan

semua pihak agar menjalankan konsepnya secara konkret dan terukur.

“Model koperasi seperti ini berbeda dengan koperasi konvensional yang dibentuk secara
sporadis dan minim arahan. Skema Koperasi Merah Putih, negara hadir memberi jaminan,

menyediakan ruang usaha, dan menyiapkan dukungan permodalan,” ujar Guntur, Rabu
(30/7)

Ia menilai, banyak koperasi di daerah selama ini hanya bergerak di skala kecil dan belum

mampu menjawab kebutuhan ekonomi lokal secara signifikan. Padahal, desa memiliki
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potensi besar agar dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis
koperasi.

“Kita masih bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah seperti NTB dan Sulawesi.
Padahal, jika koperasi desa difungsikan secara maksimal, kita bisa membangun sektor

peternakan sendiri, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai, masalah utama bukan pada konsep koperasi, melainkan pada implementasi
dan tata kelola di lapangan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan koperasi yang
mampu bersinergi dengan perangkat desa, termasuk kepala desa sebagai penasihat

koperasi.

“Jika seluruh elemen pengelola koperasi bekerja secara terkoordinasi dan memiliki visi
yang sama, maka koperasi akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan

desa sekaligus memberdayakan warga,” tambahnya.

Salah satu bentuk dukungan konkret dari pemerintah pusat hadir melalui Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Regulasi ini membuka ruang bagi koperasi agar bertransformasi menjadi lembaga
keuangan yang lebih kuat dan kompetitif.

Dalam konteks Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ia menyebut
penguatan koperasi desa menjadi sangat strategis. Kemandirian ekonomi lokal perlu

dibangun sejak dini agar bisa menghadapi tantangan besar pembangunan di masa depan.

“Ini momentum yang harus kita manfaatkan. Koperasi tidak boleh sekedar menjadi
simbol. Ia harus hidup, tumbuh, dan menjadi pilar ekonomi yang berdampak langsung
bagi masyarakat desa,” pungkasnya. (hms7/adv/rdh)
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Catatan:
1. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
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2. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur
sebagai berikut:

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diatur dalam Pasal 269 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266,
penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 diatur dalam peraturan otoritas
sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

4. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
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